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BOGOR. Serikat Petani Indo-
nesia (SPI) melantik 12 siswa-
siswi angkatan kedua dari Pusat 
Pendidikan dan Latihan (Pus-
diklat) Pertanian Berkelanju-
tan di Desa Cibeureum, Bogor 
(23/12). Para siswa dinyata-
kan lulus mengikuti pendidi-
kan pertanian berkelanjutan 
setelah dua bulan penuh men-
dalami paraktek-praktek dan 
materi-materi dari para pen-
gajar Pusdiklat SPI. Mereka da-
tang dari beberapa daerah yang 
diutus oleh Dewan Pimpinan 

Wilayah SPI masing-masing 
agar disiapkan menjadi kader-
kader pertanian berkelanjutan.
           Ketua Departemen Pendidi-
kan SPI Syahroni meminta ka- 
der-kader pertanian berkelan-
jutan ini untuk mempraktekan 
dan mengajarkan pengetahuan 
pertanian berkelanjutan di 
wilayahnya masing-masing. 
“Sistem pertanian berkelanju-
tan merupakan suatu sistem 
yang mundur akan tetapi untuk 
kemajuan, karena menerapkan 
sistem tradisonal yang telah 

lama dikembangkan untuk 
melepas ketergantungan ke-
pada perusahaan besar peng-
hasil input pertanian,” tutur 
Roni disela-sela sambutannya.
   Lebih jauh lagi Roni ber-
pesan agar para kader bisa 
mengembangkan, memberikan 
contoh dan mempraktekan ke- 
terampilan yang didapatkan se-
lama menjalankan pendidikan 
pertanian berkelanjutan, den-
gan demikian kader SPI memi-

JAKARTA. Presiden SBY 
meresmikan program stra 
tegis pertanahan yang diga-
gas oleh Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) di kawasan 
Berikat Nusantara, Cilincing, 
Jakarta Utara (15/1/2010). 
Di hadapan ribuan peserta 
yang hadir, SBY  menyam-
paikan beberapa poin pen- 
ting diantaranya adalah 
untuk segera menyelesai-
kan konflik-konflik agaria, 
memanfaatkan tanah-ta-
nah terlantar dan melak-
sanakan Reforma Agaria.

Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia, Henry 
Saragih menyampaikan 
bahwasanya sepanjang peri-
ode pemerintahannya yang 
lalu SBY belum ada mere-
alisasikan Program Pem-
baaruan (PPAN). Program 
ini berencana membagikan 
tanah seluas 9,25 juta hek-
tar kepada para petani. Na-
mun hingga pemerintahan 
SBY yang kedua sekarang 
berlangsung, program-pro-
gram tersebut baru sampai 
pada tahap pembenahan 
administrasi pemerintahan 
di bidang pertanahan saja, 
bahkan BPN telah melak-
sanakan program Sertifikasi 
Tanah (LARASITA). 

Henry berpendapat 
bahwa Larasita bukanlah 
kebutuhan prioritas dari 
rakyat tak bertanah, dan 
petani gurem.  Karena pro-
gram sertifikasi ini lebih 

Para kader pertanian berkelanjutan (berbaju hijau gelap dan bertopi krem) bersama pengurus DPP SPI 
dan para pimpinan masyarakat desa setempat pada saat wisuda kader pertanian berkelanjutan di Bogor
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liki jawaban yang nyata atas 
permasalahan yang dialami 
kaum tani di Indonesia, antara 
lain semakin mahalnya harga 
pupuk dan langka ketika musim 
tanam tiba, bibit yang tidak 
memenuhi standar mengaki-
batkan hasil panen tidak me-
muaskan, serta hasil pertanian 

yang sangat murah sehingga 
tidak menutup biaya produksi. 
Karena dengan sistem per-
tanian berkelanjutan, petani 
tidak harus lagi membeli pu-
puk, obat-obatan, dan benih. 
Selain itu, untuk jangka pan-
jang pertanian berkelanjutan 
sangat menguntungkan petani 

dan konsumen pada umum-
nya karena lingkungan hidup 
relatif lebih terjaga dan produk 
yang dihasilkan lebih sehat.
     “Semoga kader pertanian 
berkelanjutan SPI angkatan 
kedua dapat mengaplikasi-
kan teori dan praktek per-
tanian berkelanjutan,” ujar 

Titis Priyo Widodo Kepala 
Sekolah Lapang Pertanian 
Berkelanjutan. Titis optimis 
kader pertanian berkelan-
jutan angkatan kedua dapat 
mendirikan  demplot untuk 
kemajuan dan kesejahteraan 
kader-kader SPI di wilayah.#

banyak menjadi kebutuhan 
bagi orang-orang pemilik ta-
nah luas, ketimbang rakyat tak 
bertanah dan petani gurem 
yang menjadi mayoritas dari 
rakyat Indonesia di Pedesaan.  
" Program sertifikasi ini lebih 
banyak memfasilitasi kebi-
jakan pasar tanah yang di du-
kung oleh lembaga-lembaga 
keuangan internasional, Bank 
Dunia dan Asian Development 
Bank (ADB)". tegas Henry.
          Henry  kembali menegas-
kan bahwa pemerintahan SBY 
tidak memiliki kemauan poli-
tik yang sungguh-sungguh un-
tuk melaksanakan Pembaruan 
Agraria dan landreform den-
gan membagi-bagikan tanah 
kepada rakyat bertanah dan 
petani gurem, serta kepastian 
tanah bagi masyarakat adat. 
Hal itu di perkuat dengan di 
keluarkannya UU Penanaman 
Modal No.25 Tahun 2007 yang 
menetapkan bahwa HGU bisa 
mencapai 95 tahun (setelah ju-
dicial review yang diajukan SPI 
bersama ormas dan LSM akh-
irnya kembali sesuai UUPA No. 
5 tahun 1960). Selain itu cukup 
banyak kasus sengketa agraria 
yang tidak ada final penyele-
saiannya akibat tidak adanya 
dukungan menyeluruh dari pe-
merintahan SBY, sehingga BPN 
hanyalah menjadi lembaga 
yang menampung kasus-kasus 
agraria belaka. 
        Kini di awal Januari 2010, 
SBY kembali menyampaikan 
rencana pemberian sertifikat 
tanah kepada 1.533.000 ke-

luarga. Kemudian juga berjanji 
untuk melaksanakan Pemba-
ruan agraria, dengan kata lain 
SBY menyatakan landreform 
plus. SBY secara tidak langsung 
menyatakan bahwa lahan ter-
lantar  yang ada di Indonesia 
yang saat ini  siap dimanfaat-
kan mencapai 7,13 juta ha. La-
han terlantar tersebut bukan 
hutan alam atau hutan produk-
tif tapi merupakan lahan yang 
tidak produktif. 
          Henry menyatakan bah-
wa SPI sebagai organisasi per-
juangan kaum tani yang telah 
lama memperjuangakan pem-
baruan agraria untuk keadilan 
sosial bagi rakyat Indonesia 
mempertanyakan pernyataan 
ini, karena baru saja pemerin-
tah Indonesia melalui National 
Summit dan pertemuan den-
gan para pengusaha menya-
takan akan menyiapkan pera-
turan pemerintah (PP) terkait 
investasi pangan dalam skala 
besar. Peraturan Pemerintah 
ini mencakup Penguasaan Pa- 
ngan Skala Luas, PP Kawasan 
Ekonomi Khusus dan PP Lahan 
Terlantar. Semua peraturan pe-
merintah yang dibuat tersebut 
dalam rangka memberikan ke-
mudahan para pemodal untuk 
mengelola lahan di Indonesia 
melalui program Food Estate. 
Tercatat empat perusahaan 
yang telah mengajukan diri 
untuk membuka food estate di 
awal 2010 yaitu Medco, Wil-
mar, Bangun Cipta dan Meka-
sindo. Nama-nama ini menam-
bah daftar panjang perusahaan 

yang berinvestasi untuk food 
estate seperti Laden Groups, 
Daewoo Logistics, Mitsubishi 
dan KS Oil.
         Fakta menunjukkan  jum-
lah petani gurem terus me- 
ningkat dari tahun ke tahun. 
Sensus pertanian tahun 1993 
mencatat jumlah rumah tangga 
petani gurem mencapai 10,8 
juta.  Kondisi ini terus menin-
gkat hingga mencapai 15,6 juta 
pada tahun 2008. Sementara 
itu dari 28,3 juta rumah tangga 
petani yang kita prediksikan 
jumlahnya dewasa ini, ham-
pir sebagiannya atau  55,1% 
adalah rumah tangga petani 
gurem.
       Oleh sebab itu, Henry me-
nambahkan bahwa SPI mend-
esak  pemerintah menjalankan 
beberapa hal. Pertama adalah 
dengan melaksanakan Pem-
baruan Agraria dengan sung-
guh-sunguh dengan memper-
tahankan UUPA No. 5/1960 
sebagai payung hukum nasion-
al Agraria di Indonesia. dan 
menolak adanya upaya-upaya 
pemerintah merevisi UUPA No. 
5/1960. 
          Kedua adalah menjalankan 
amanat yang terkandung da-
lam UUPA No. 5/ 1960 dengan 
mencabut UU di bidang agraria, 
pertanian, perikanan, kelautan, 
pertambangan, antara lain UU. 
No. 18 Tahun 2004  tentang  
Perkebunan, UU Sumber Daya 
Air No.7  Tahun 2004, UU No. 
11 Tahun 1967 tentang Per-
tambangan, dan UU No.41 Ta-
hun 1999 tentang Kehutanan.

Ketiga adalah mengindentifika-
si tanah-tanah yang menjadi 
obyek landreform dan mendis-
tribusikannya kepada rakyat 
tak bertanah dan petani gurem, 
dan memberikan kepastian ta-
nah bagi masyarakat adat.
     "Terakhir adalah menyele-
saikan konflik-konflik agraria 
antara petani, rakyat, dan 
masyarakat dengan men-
jalankan prinsip tanah untuk 
rakyat sesuai dengan seman-
gat UUPA No. 5 tahun 1960" 
tambahnya.#

PETANI BERSATU
TAK BISA
DIKALAHKAN !!!

www.spi.or.id
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Reklaiming Lahan Sejahterakan Petani Bonde

BONDE. “Dahulu kami                    
sering kelaparan, dan tidak 
dapat memenuhi kebutuhan 
dasar keluarga, dan anak-anak 
kami tidak dapat mengenyam 
pendidikan” ungkap Anggal, 
petani Bonde yang merupakan 
Ketua Serikat Petani Indonesia 
(SPI) Cabang Manggarai Timur 
ketika mulai bercerita tentang 
perjuangan reklaiming tanah 
adat tahun 2001 yang pernah 
dikuasai oleh Seminari di Kisol, 
Nusa Tenggara Timur. “Saat ini 
semua keadaan berbalik, kami 
tidak lagi mengalami kesu-
litan, kehidupan kami dibalut 
ketenangan karena memiliki 
lahan yang dapat diolah men-
jadi sandaran hidup,” tambah 
Anggal.

Tanah seluas 700 Ha yang 
terletak di wilayah Bonde, Ke-
camatan Borong, Kelurahan Ta-
nah Rata, NTT, tepat di bawah 
kaki gunung Ndeki ini dibutuh-
kan waktu dua jam perjalanan 
dengan jalan kaki, jika meng-
gunakan kendaraan bermotor 
dapat ditempuh dengan waktu 
30 menit dari ibu kota Kabu-
paten Manggarai Timur. Arah 
Selatan dari wilayah tersebut 
berbatasan dengan laut Sawu, 
Flores dan lokasi tanah men-
capai 50 meter di atas permu-
kaan laut.

Di atas tanah tersebut para 

petani berhasil melakukan 
reklaiming lahan seluas 700 
Hektar yang merupakan hak 
petani di wilayah Bonde, dari 
pihak Seminari. Tanah tersebut 
awalnya merupakan wilayah 
masyarakat adat Rongga yang 
terdiri dari 14 Suku. 

Pada tahun 1965 
masyarakat adat Rongga me-
nyerahkan lahan seluas 1000 
hektar kepada masyarakat un-
tuk dijadikan penggembalaan 
bersama hewan ternak mere-
ka. Akan tetapi, lahan dikuasai 
oleh Seminari, dia real tanah 
tersebut dipagar oleh pihak 
Seminari sehingga petani tidak 
dapat memanfaatkan tanah un-
tuk kelangsungan hidup mer-
eka.

Kondisi di atas membuat 
para petani menuntut hak atas 
tanah mereka kembali kepa-
da pihak seminari yang telah 
mengingkari janjinya dengan 
memanfaatkan dan menguasai 
lahan tersebut tanpa memberi 
akses kepada petani untuk 
menggarapnya. Meskipun de-
mikian, Seminari hingga saat 
ini masih menguasai lahan se-
luas 200 Hektar.

Lahan seluas 700 hektar 
ini dihuni 80 Kepala Keluarga 
(KK) seluruhnya bekerja di sek-
tor pertanian. Di Lahan terse-
but terdapat berbagai jenis 

REFORMA AGRARIA

tanaman antara lain, jagung, 
kacang, pisang, padi, umbi-
umbian, jati, mahoni, mindi, 
kelapa, sorean, dan mente. 
Selain bercocok tanam 
petani juga memelihara he-
wan ternak antara lain, babi, 
sapi, kambing, ayam. Secara 
bertahap, petani di daerah 
sekitar akan memasuki la-
han yang telah direklaiming 
untuk melakukan kegiatan 
bercocok tanam.

Dengan memanfaatkan 
lahan pertanian tersebut, 
kini petani dapat membiayai 
kehidupan mereka, tanpa 
harus merisaukan bagaima-
na nasib tidak menentu yang 
mereka alami sekian tahun. 
Hasil pertanian yang mer-
eka kembangkan digunakan 
untuk memenuhi kebutu-
han hidup sehari-hari, biaya 
kesehatan, serta membiayai 
sekolah anak-anak        mereka.    
“Kami sungguh bersyukur 
atas tanah yang diperoleh, 
tanah akan kami gunakan 
sebesar-besarnya untuk ke-
pentingan masyarakat desa 
sekitar, hingga tercapai kes-
ejahteraan bersama,” tutur 
Anggal.

Ali Fahmi, Ketua Depar-
temen Penguatan Organisasi 
SPI, mengatakan SPI akan 
terus memperjuangkan hak 
atas tanah petani, karena hal 
tersebut merupakan dasar 
perjuangan organisasi SPI 
yaitu melakukan pembaruan 
agraria Upaya pelaksanaan 
pembaruan agraria ini dimu-
lai dari dilaksanakannya pro-
gram landreform yaitu suatu 
upaya yang mencakup pe-
mecahan dan penggabungan 
satuan-satuan usaha tani, 
dan perubahan skala pemi-
likan. “Tanpa tanah petani 
tidak akan bisa mencapai 
kemakmuran dan mendap-
atkan kehidupan yang lebih 
baik,” ungkap Ali.#

PALEMBANG. Wakil Menteri 
Pertanian Bayu Krisnamurthi 
mengatakan bahwa kenaikan 
harga karet yang mencapai 
US$ 3 per kg sangat mengun-
tungkan petani, karena biaya 
produksi petani karet berkisar 
antara US$ 1 –  US$ 1,2 per kg 
karet. “Makanya kebijakan un-
tuk kontrol pasokan ke pasar 
dan ekspor akan dilanjutkan,” 
kata Bayu seperti dikutip 
Antara News (19/1) saat meng-
hadiri pertemuan tiga negara 
produsen karet terbesar yang 
dinamakan ITRC (International 
Tripartite Rubber Council) yak-
ni Thailand, Indonesia, dan Ma-
laysia di Kuala Lumpur.

Namun pernyataan terse-
but ditanggapi berbeda oleh 
Dewan Pimpinan Wilayah 
(DPW) Serikat Petani Indo-
nesia (SPI) Sumatera Selatan. 
Ketua Majelis Wilayah Petani 
(MWP) SPI Sumsel, Basori me-
nyebutkan bahwa walaupun 
harga karet dunia sudah men-
capai US$ 3, tetapi harga di 
tingkat petani masih sama, yak-
ni Rp 8.000 sampai Rp 10.000 
per kg . Hal ini sama dengan 
biaya produksi US$ 1 –  US$ 
1,2  seperti yang diungkapkan 
Bayu tersebut. Hal ini berarti 
petani tidak akan mendapat-
kan nilai tambah dari kenaikan 
harga tersebut. Pihak yang me-
nikmatinya hanyalah pedagang 
dan pengusaha remiling. “Ini 
berarti petani masih menjadi 
buruh di lahannya sendiri, ” te-
gas Basori.

Kepala Biro Pengorganisa-
sian SPI Sumsel, Amar Rusdi 
menambahkan bahwa petani 
sebaiknya tidak tergantung 
pada tanaman ekspor ini, tetapi 
tetap mengembangkan pola di-
versifikasi, khususnya pangan. 
“Ini semua agar petani tetap 
berdaulat” tambah Amar.#

KEBIJAKAN  AGRARIA

Petani karet tetap 
jadi buruh di 
negara sendiri

Seorang petani Bonde sedang memanen hasil pertaniannya di atas 
tanah yang berhasil direklaiming seluas 700 hektar

TANAH UNTUK PETANI !!!
www.spi.or.id
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Petani SPI Duduki DPRD, BPN dan Kantor Gubernur Sumsel

KONFLIK AGRARIA

PALEMBANG. Serikat Petani In-
donesia (SPI) bersama petani 
Desa Rengas, Kabupaten Ogan 
Ilir melakukan aksi massa di 
kantor Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel 
dan Gubernur Sumsel, Senin 
(28/12). Aksi massa yang ber-
jumlah 1000 orang ini berjalan 
beriringan dari Gedung Olah 
Raga Sriwijaya Palembang 
menuju gedung DPRD Sumsel. 
Massa menuntut DPRD segera 
mengaudit PTPN VII yang di-
duga kuat telah merugikan 
negara, karena PTPN VII dis-
inyalir telah mengusahakan 
perkebunannya di luar izin Hak 
Guna Usaha (HGU) yang telah 
ditetapkan secara nasional. 
Massa juga mendesak kemen-
terian BUMN, Badan Pemer-
iksa Keuangan (BPK), serta Ba-
dan Pertanahan Negara (BPN) 
untuk mengaudit keberadaan 
usaha PTPN VII.

Pada kesempatan yang 
sama, M Iqbal Romzi dan A 
Djauhari, Wakil Ketua DPRD 
Sumsel menemui peserta aksi 
untuk membicarakan lebih rin-
ci apa tujuan mereka menuntut 
ke DPRD. Dari hasil pertemuan 
tersebut pihak DPRD Sumsel 
berjanji akan membuat pani-
tia khusus penyelesaian konf-
lik tersebut dan segera turun 
ke lapangan. Setelah selesai 
melakukan aksi di depan kan-
tor DPRD Sumsel, massa aksi 
kemudian bergerak menuju 
kantor Gubernur Sumsel. Da-
lam aksinya  mereka menuntut 
Pemerintah Provinsi Sumsel 
untuk  menginstruksikan PTPN 
VII agar segera mengembalikan 
tanah warga Desa Rengas dan 
tanah warga Sidomulyo, serta 
mengintruksikan PTPN VII 
untuk membayar kompensasi 
atas kerugian karena selama 
ini masyarakat sekitar perke-
bunan tidak dapat mengelola 
dan mengusahakan tanahnya.

Mukti Sulaiman, Asisten I 
Pemprov Sumsel mengatakan 
“Karena sudah memiliki bukti 
yang cukup tentang PTPN VII 
yang tidak memiliki HGU, seh-
ingga surat permintaan dukun-
gan penyelesaian sengketa lah-

an petani Desa Rengas, sudah 
ditandangani oleh Gubernur,” 
tutur Mukti saat menemui 
beberapa perwakilan petani.

Lebih lanjut Achmad 
Ya’kub, Ketua Departemen 
Kajian Strategis SPI, menga-
takan “Surat yang telah ditan-
data- ngani tersebut segera 
dikeluarkan oleh Pemprov 
Sumsel. Jika diperlukan su-
rat eksekusi agar PTPN VII 
meninggalkan lokasi. Dengan 
demikian lahan yang disen-
ketakan dapat dikembalikan 
kepada petani,” tutur Ya’kub 
disela-sela orasinya. Selain 
itu mereka juga menuntut ke-
pada BPN Sumsel agar segera 
lakukan pemetaan dan pen-
gukuran tata batas HGU PTPN 
VII yang berada pada wilayah 
Burai (Cinta Manis) dan Be-
tung. Dan segera melaksana-
kan Pembaruan Agraria un-
tuk menjawab ketimpangan 
dan kemiskinan terhadap 
kaum tani Indonesia.

Pembaruan Agraria men-
cakup, Pemerintah harus 
memberikan jaminan per-
lindungan tanah bagi rakyat, 
dan penyelesaian sengketah 
pertanahan. Selain itu pemer-
intah memberikan akses bagi 
kaum tani untuk mengusaha-
kan tanahnya, berupa modal 
,bibit, pupuk, dan sarana pe-

nunjang produksi pertanian 
lainnya.

Setelah melakukan aksi, 
petani menginap di kantor 
DPRD Sumsel untuk melaku-
kan aksi di Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Sumsel dan 
kembali mendatangi kan-
tor Pemprov Sumsel, Selasa 
(29/12). Mereka menagih janji  
surat instruksi yang diberikan 
oleh Gubernur Sumsel tentang 
penyelesaian sengketa lahan 
petani dengan PT. Perkebunan 
Nusantara (PTPN) VII.

Aksi massa berlanjut kee-
sokan harinya (29/12), massa 
menuntut BPN Sumsel untuk 
segera melakukan  pemetaan 
dan kepastian ijin Hak Guna 
Usaha (HGU) PT. Perkebunan 
Nusantara (PTPN) VII (Persero) 
yang berada di wilayah Burai 
(Cinta Manis) dan Betung. Mer-
eka juga menuntut BPN segera 
membuat pernyataan tertulis 
yang memastikan tanah warga 
Desa Rengas dan Sidomulyo 
tidak termasuk dalam izin HGU 
PTPN VII, serta tidak mereko-
mendasikan penerbitan izin 
perluasan HGU PTPN VII pada 
wilayah tanah sengketa.

Setelah melakukan orasi, 
perwakilan demonstran ber-
dialog dengan pihak BPN. Pada 
pertemuan tersebut, Achmad 
Ya’kub, Ketua Departemen Ka-

Ratusan Massa Petani SPI melakukan aksi di kantor DPRD dan Guber-
nur Sumatera Selatan.

jian Strategis SPI, mendesak 
kepada Kepala BPN Sumsel, 
untuk memberikan ketegasan 
berupa surat pernyataan 
terkait dengan HGU PTPN VII, 
terutama di desa Rengas dan 
desa Sidomulyo.

Atas desakan tersebut, 
Kepala Kanwil BPN Sumsel, Drs. 
H. Suhaily Syam, SH.MH menge-
luarkan surat pernyataan yang 
berisi PTPN VII tidak memiliki 
HGU di areal tanah Desa Ren-
gas I, II, Lubuk Bandung, Keca-
matan Payaraman. Selain itu, 
PTPN VII juga tidak memiliki 
HGU di Desa Betung I, II, Keca-
matan Lubuk Keliat, serta Desa 
Sunor Kecamatan Rambang 
Kuang, di Kabupaten Ogan Ilir, 
Sumsel. Seluruh lahan terse-
but luasnya mencapai 4.881,24 
hektar.

Masih dalam surat tersebut, 
PTPN VII juga tidak memiliki 
HGU di Desa Sidomulyo, Kabu-
paten Banyuasin, Sumatera Se-
latan, seluas 5.805,1745 hektar. 
“Permohonan Hak Guna Usaha 
tidak akan diproses sebelum 
ada penyelesaiaan dengan 
masyarakat yang mengklaim di 
atas tanah tersebut.” Demikian 
ungkapan Suhaily Syam, dalam 
surat pernyataan yang dikelu-
arkan BPN Sumsel. Surat terse-
but dibacakan di depan massa 
aksi. Dengan adanya surat 
tersebut petani semakin yakin 
atas perjuangannya selama ini, 
tanah yang mereka perjuang-
kan akan kembali menjadi milik 
petani Desa Rengas. Walaupun 
pembebasan lahan yang dilaku-
kan oleh PTPN VII sebelumnya 
melalui berbagai tekanan dan 
intimidasi terhadap petani.

Menurut Ya’kub, surat 
tersebut menegaskan, PTPN 
VII beroperasi secara ilegal 
dan merugikan negara selama 
27 tahun ini. “Bahkan PTPN 
VII melakukan pelanggaran 
lainnya, karena awal pemben-
tukan Unit Usaha Pabrik Gula 
(UUPG) Cinta Manis adalah un-
tuk perkebunan tebu, namun 
dilokasi UUPG Cinta Manis 
sekarang ini banyak ditanami 
pohon sawit dan karet,” ung-
kap Ya’kub.#
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PORT AU PRINCE. Tragedi gem-
pa yang baru-baru ini terjadi di 
Haiti mengejutkan masyarakat 
dunia karena dampak destruk-
tifnya bagi lingkungan dan 
konsekuensi sosialnya, teru-
tama bagi hilangnya nyawa 
manusia. Sayangnya, bencana 
alam bukanlah hal baru di ka-
wasan Karibia, yang juga pada 
tahun 2008 pernah terkena 
dampak badai Hanna dan Ike. 
Hal ini Juga bukan pertama 
kalinya bagi La Via Campesina 
mengamati komunitas inter-
nasional membuat janji kerja 
sama dan bantuan ke Haiti. 

Koordinator Umum La Via 
Campesina (LVC), Henry Sara-
gih mengatakan bahwa sebagai 
organisasi pergerakan petani 
yang memiliki perwakilan di 
Haiti,  LVC mengorganisir agar 
setiap bentuk  bentuk soli-
daritas berdasarkan penghor-
matan terhadap kedaulatan 
masyarakat Haiti  dan sepenuh-

Tolak Eksploitasi Haiti Pasca Gempa

Kantor organisasi petani Haiti 
MPP-MPNKP- di Port-au-Prince 
yang hancur terkena dampak 
gempa.

nya sesuai dengan kebutuhan 
dan tuntutan masyarakat Hai-
ti.

 Henry yang juga Ketua 
Umum Serikat Petani Indo-
nesia (SPI) menjelaskan bah-
wasanya ini adalah saatnya 
bagi negara-negara yang ter-
gabung dalam Misi PBB untuk 
Stabilisasi Haiti (MINUSTAH), 
khususnya Amerika Serikat, 
Perancis dan Kanada, untuk 
menarik kembali kebijakan-
kebijakan yang sebelumnya 
telah mereka implementasi-
kan di Haiti. Kondisi Haiti yang 
rentan akibat bencana alam 
ini - yang sebagian besar diaki-
batkan karena kerusakan ling-
kungan, kurangnya infrastruk-
tur-infrastruktur dasar, serta 
lemahnya tindakan sosial yang 
dilakukan oleh negara sendiri - 
sama sekali tidak berhubungan 
dengan kebijakan-kebijakan 
tersebut, yang secara historis 
telah merongrong kedaulatan 
rakyat dan negara mereka seh-
ingga menghasilkan sebuah se-
jarah sosial, ekonomi, lingku- 
ngan, sekaligus budaya utang.  
Dalam hal ini, LVC menolak mi-
literisasi sebagai respons palsu 
terhadap bencana ini, khusus-
nya tindakan sepihak Amerika 
Serikat untuk mengirim tamba-
han 20.000 tentara untuk men-
jaga ekonomi dan kepentingan 
geopolitik di Haiti. "Pasukan 
MINUSTAH selama enam tahun 
tidak memberikan sumbangan 
efektif untuk stabilisasi atau 
penyediaan infrastruktur pub-
lik" tambah Henry.

Henry menjelaskan bahwa 
LVC menyerukan kepada pe-
merintah dan organisasi in-
ternasional untuk segera dan 
tanpa syarat membatalkan 
utang luar negeri Haiti, yang 

akan mempengaruhi kehidu-
pan jutaan masyarakat Haiti. 
LVC juga menuntut agar sum-
ber daya yang dialokasikan un-
tuk bantuan dan rekonstruksi 
tidak menciptakan utang baru, 
atau prasyarat yang dipaksakan 
seperti praktek lembaga-lem-
baga keuangan internasional 
seperti Bank Dunia, Bank Pem-
bangunan Interamerican, IMF, 
ataupun negara-negara donor. 
LVC juga menolak intervensi 
dari perusahaan-perusahaan 
swasta multinasional yang 
berusaha mengeruk keuntun-
gan miliaran dollar dari tra-
gedi ini bernilai untuk menuai 
keuntungan miliaran dolar da-
lam rekonstruksi Haiti, seperti 
yang terjadi di Irak, atau untuk 
mengeksploitasi tenaga kerja 
murah dan melanjutkan penja-
rahan sumber daya alam. 

Masyarakat Haiti, organ-
isas-organisasi, gerakan-ge- 
rakan sosial dan dewan per-
wakilan negara harus menjadi 
protagonis terhadap upaya in-
ternasional untuk memba- 
ngun kembali negeri mereka. 
Masyarakat Haiti telah berkali-
kali berhasi bangkit dari keter-
purukan dengan usaha, kekua-
tan dan keyakinan mereka 
sendiri. Masyarakat Haiti-lah 
yang pertama kali merdeka di 
kawasan Amerika. 

  "Kami selalu waspada, 
dan mengikuti perkembangan 
di Haiti dan berdialog dengan 
organisasi-organisasi, dalam 
rangka untuk memastikan bah-
wa kerjasama internasional di-
lakukan atas dasar solidaritas 
dan bahwa kesalahan-kesala-
han kebijakan masa lalu tidak 
terulang lagi, untuk Haiti yang 
merdeka dan berdaulat" tam-
bah Henry.#
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TOLAK WTO

Cegah WTO Bangkit Kembali!!!

JENEWA. Direktur Jenderal 
WTO telah memanggil wakil 
dari 153 negara anggota WTO 
dan 56 negara pengamat, na-
mun bukan untuk sebuah sesi 
negosiasi melainkan untuk 
pertemuan diskusi dan penila-
ian perundingan multilateral 
pada 30 November-2 Desem-
ber 2009 yang lalu di Jenewa, 
Swiss. Meskipun demikian, 
masih banyak organisasi 
masyarakat sipil yang tetap 
menutup mata pada negosiasi 
perdagangan yang memper-
siapkan pencapaian sukses 
di Putaran Doha pada tahun 
2010.

Oleh sebab itu sekitar 100 
orang dari OWINFS (Our World 
Is Not For Sale) tetap meng- 
ikuti kemajuan dalam konfe- 
rensi yang mengumpulkan 
sekitar 3000 delegasi tersebut. 
30 orang di antaranya yang 
mewakili La Via Campesina 
terus aktif di luar tempat kon-
ferensi dengan melakukan aksi 
simbolis seperti memblokade 
gedung WTO, membagi-bagi-
kan press release yang isinya 
mendesak WTO keluar dari 
pertanian, dan sebagainya.

Hasil konferensi tersebut 
menyatakan bahwa para men-
teri menegaskan kembali per-
lunya untuk menyimpulkan 
Putaran Doha pada tahun 2010 
demi kepentingan ekonomi 
dunia. Mereka juga menyata-
kan akan memperkuat hubun-
gan antara WTO dan organisasi 
internasional lainnya. 

Ditinjua dari sisi pertani-
annya, Koordinator Umum La 
Via Campesina, Henry Saragih 
menegaskan bahwa perjanjian 
perdagangan dalam WTO san-
gat membahayakan petani ke-
cil. Dalam arena pasar bebas 
hanya perusahaan-perusahaan 
agribisnis raksasa saja yang 
menuai keuntungan, semen-
tara itu petani kecil semakin 
tersisihkan. Terlebih lagi un-
tuk petani kecil di negara 
berkembang. Banjir pangan 
impor membuat harga produk 
pertanian dalam negeri terte-
kan, petani kehilangan insentif 

untuk bertani. Situasi seperti 
ini dalam jangka panjang akan 
merusak tatanan produksi per-
tanian dan kedaulatan pangan 
rakyat terancam.

Di Indonesia, ketergan-
tungan pada pangan impor 
semakin hari semakin parah. 
Sejak tahun 1995 Indonesia te-
lah meliberalisasi perdagangan 
produk pertanian. Sebagai con-
toh, saat ini kebutuhan susu 
dan produk susu 70% dipenuhi 
oleh impor, kedelai 60%, 
garam 50%, dan 
jagung 28%. 
“ K e a d a a n 
seperti ini 
m e m -
ba-

w a 
Indonesia 
masuk da-
lam jebakan 
pangan. Petani 
kecil semakin 
miskin dan penduduk 
pedesaan terancam rawan pan-
gan, tegas Henry”.

Sementara itu dalam per-
temuan tingkat menteri di 
New Delhi pada awal Septem-
ber 2009 yang lalu, tidak ada 
kemajuan yang dibuat di Je-
newa berkaitan dengan posisi 
negara-negara berkembang 
dan kurang maju. Contohnya 
adalah pemerintahan India 
yang malah semakin antusias 
dan proaktif terhadap rencana 
perdagagan bebas WTO. Di 

satu sisi, India berkomitmen 
untuk melindungi produk per-
tanian domestiknya, namun di 
sisi lain, pada kawasan inter-
nasionalnya   Menteri {ereko-
nomian India malah menjadi 
salah seorang menteri yang 
mendorong suksesnya G20. 

Menteri Perdagangan In-
dia menjadi semakin menolak 
untuk bertemu dengan wakil-
wakil LSM dan beberapa serikat 
petani dan serikat pekerja. Dia 

juga menjelaskan kepada 
para wartawan 

bahwa kasus 
bunuh diri 

di India 
s a m a 

seka-
l i 

tidak 
a d a 

hubun-
g a n n y a 

de- ngan 
l iberal isasi 

perdagangan 
pertanian. Na-

mun hal tersebut 
hanyalah tindakan pen-

galihan isu yang cukup sem-
brono, mengingat telah diketa-
hui bahwa sejak Januari 2009 
lebih dari 900 kasus bunuh 
diri telah terjadi di wilayah Wi-
darbha.

Henry menjelaskan bahwa 
sebenarnya ada beberapa hal 
yang perlu kita cermati pada 
keputusan-keputusan yang di-
ambil di Jenewa Desember lalu, 
diantaranya adalah "protek-
sionisme hijau", dimana WTO 
tidak akan melepaskan begitu 

saja pasar dari perdagangan-
karbon. Di sisi lain, Henry men-
gatakan bahwa berdasarkan 
pertemuan di Roma yang lalu, 
La Via Campesina berkeinginan 
untuk memberikan legitimasi 
sepenuhnya bagi FAO untuk 
menanganipasar dari produk-
produk pertanian. 

Selanjutnya yang juga per-
lu dicermati adalah mengenai 
perundingan bilateral ataupun 
multilateral yang masih meru-
pakan perpanjangan tangan ide 
WTO, seperti yang kita kenal 
dengan istilah Free Trade Agree-
ment  (FTA). FTA (perjanjian 
perdagangan bebas) ini akan 
semakin memuluskan terjadin-
ya liberalisasi perdagangan. 
Ide ini betul-betul beresiko. Isu 
ini menjadi semakin relevan 
sejak diselenggarakannya per-
temuan menteri-menteri per-
dagangan dari negara-negara 
yang berkomitmen melaksana-
kan perjanjian mulitilateral di 
Jenewa yang lalu-yang paralel 
terhadap konferensi WTO ke 
7- yang didorong oleh UNCTAD 
(United Nations Conference on 
Trade and Development). 

Setidaknya 43 negara sep-
erti Argentina, Brazil, Kuba, 
Chili, Indonesia, Thailand, Ko-
rea Selatan, Vietnam, Iran, dsb 
adalah para anggotanya yang 
prosesnya dikenal dengan 
GSTP (Global System of Trade 
Preferences) sejak 1989. Proses 
ini bertujuan untuk pemben-
tukan suatu sistem preferensi 
tarif di antara negara-negara 
berkembang. Pada 2 Desember 
yang lalu para menteri anggota 
GSTP ini telah sepakat untuk 
mengurangi tarif masuk dari 20 
persen hingga 70 persen dari 
produk-produk yang diperda-
gangkan antara negara anggota 
GSTP ini. 

"Jadi walaupun WTO telah 
berhasil kita jatuhkan, ternyata 
masih banyak cara-cara lain  
yang digunakan suksesor-
sukesor WTO  untuk memulus-
kan liberalisasi perdagangan, 
khususnya produk-produk per-
tanian" ungkap Henry.#
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SOLIDARITAS

Surat dari Haiti:
"Port-au-Prince harus 
kami kosongkan"

Bebaskan Tahanan 
Iklim!!

PORT-AU-PRINCE. Gempa 
yang telah mengguncang Haiti 
pada Januari lalu telah cukup 
memporakporandakan negara 
tersebut. Berikut ini adalah su-
rat dari anggota La Via Campe-
sina yang berdomisili di Haiti 
setelah gempa. 

"Ya, Iderle dan aku masih 
hidup. Aku berada di Papaye 
pada saat bencana. Aku se-
dang memberikan sesi pelati-
han. Aku dibiarkan tanpa alat 
komunikasi. Tapi selama tiga 
hari terakhir ini, kami telah 
mendapatkan akses untuk 
berkomunikasi dan kami mulai 
mendapatkan beberapa infor-
masi. Kami akan terus meng-
informasikan situasi terbaru.
Situasi cukup mengerikan di 
Port-au-Prince. Kita sekarang 
berbicara tentang 100 hingga 
200.000 korban. Kota ini luluh 
lantak. Kantor MPP dan MP-
NKP di Port-au-Prince beserta 
segala peralatan telah menghi-
lang. Kantor di Tet Kole belum 
rusak. Banyak anggota La Via 
Campesina kehilangan rumah 
mereka dan semua harta mi-
lik mereka. Mereka juga kehi-
langan anggota keluarga mer-
eka. Pada saat ini, kami harus 
mengosongkan Port-au-Prince. 
Kami membantu orang untuk 
mencapai Dataran Tinggi Ten-
gah di mana MPP telah membu-
ka pusat pelatihan untuk para 
korban bersedia meninggalkan 
Port-au-Prince. Kami juga beru-
saha untuk membantu orang-
orang yang terluka dikirim ke 
rumah sakit di Dataran Tinggi 
Tengah. Mereka datang dari se-
luruh penjuru negeri. Kami in-
gin menyediakan makanan dan 
uang untuk obat-obatan. Berita  
dari wilayah Timur-Selatan 
juga mengkhawatirkan. Jacmel 
kota adalah 60% hancur. Ban-
yak anggota MPNKP telah kehi-
langan rumah mereka di Cayes 
Jacmel, Marigot dan Bainet. Di 
wilayah Barat, kota-kota sep-
erti Kenskoff, Leogane, Grand-
Goave terpengaruh. Kami akan 
tetap memberitahu anda men-
genai perkembangan terkini di 
Haiti". #

PERUBAHAN IKLIM

KOPENHAGEN. Perundingan 
iklim  yang berlangsung di Ko-
penhagen Desember lalu bera-
khir dengan kegagalan karena 
pendekatan egois pemerintah 
yang mengubah bencana iklim 
menjadi sebuah peluang bisnis. 
Bersamaan dengan hal terse-
but, mobilisasi gerakan sosial 
dari beragam organisasi di se-
luruh dunia juga berkumpul 
dan melakukan aksi damai di 
Kopenhagen untuk menuntut 
keadilan iklim dari negara-neg-
ara maju. Sepanjang mobilisasi 
tersebut, polisi Denmark juga 
cukup banyak menangkap dan 
mengkriminalisasi para pe-
serta aksi damai, bahkan masih 
banyak diantara mereka yang 
masih berada di penjara hingga 
saat ini. 

Koordinator umum La Via 
Campesina (LVC), Henry Sara-
gih sungguh menyesalkan hal 
ini. Henry menyayangkan tin-
dakan polisi Denmark yang 
menangkapi orang-orang yang 
justru menyuarakan aspirasi 
masyarkat dunia yang sebel-
umnya sama sekali tidak diden-
garkan para peserta konferensi 
di Bella Center, Kopenhagen.
Ini sungguh aneh, mereka han-
ya mengekspresikan penda-
pat mereka di sebuah negara 
demokrasi, tapi mengapa mere-
ka malah ditangkap dan dipen-
jarakan" tegas Henry. 

Henry menjelaskan bahwa 
LVC sangat menuntut pemer-
intah Denmark untuk segera 
membebaskan semua tahanan 
iklim dan mencabut segala 
tuduhan terhadap mereka, baik 
itu penduduk Denmark sendiri 
ataupun dari luar Denmark. 
Gerakan menuntut keadilan 
iklim ini akan tetap bersama 
mereka dan akan terus meng-
kampanyekannya hingga terca-
pai keadilan iklim.

"Kami juga mendesak UN-
FCCC untuk meminta pemer-
intah Denmark agara segera 
membebaskan para tahanan 
dan menjamin kebebasan be-
rekspresi dan hak perbedaan 
pendapat selama konferensi 
Iklim" tambah Henry. #
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Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia dan Koordinator Umum La Via Campesina bersama
 Gus Dur dalam Konferensi Internasional Gerakan Rakyat Melawan Penjajahan Baru (15-17 Desember 2006) 

Gus Dur bersama SPI mendukung advokasi kasus Tanah Awu (28 Februari 2006)

Keluarga besar Serikat Petani Indonesia dan La Via Campesina turut berdukacita atas 
kepergian Almarhum K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gus Dur pernah berujar bahwa 

40 persen tanah perkebunan seharusnya didistribusikan kepada rakyat



9PEMBARUAN TANI    EDISI 72    FEBRUARI 2010

SPI Gelar Rakornas Politik 
dan Pendidikan Paralegal

ORGANISASI

Departemen Politik, Hukum 
dan Keamanan Nasional men-
gadakan Rapat Koordinasi Na-
sional (Rakornas) dibeberapa 
wilayah Serikat Petani Indo-
nesia (SPI) antara lain, Banten, 
Jambi, Surabaya, tanggal 17 
November-15 Desember 2009. 
Rakornas tersebut dihadiri 
oleh pengurus Dewan Pimpi-
nan Cabang dan Dewan Pimpi-
nan Wilayah SPI.

Rakornas bertujuan untuk 
menyeleraskan pemahaman 
dan gerak langkah dari pusat 
sampai basis agar berjalan 
sinergis. Selain Rakornas, De-
partemen Politik, Hukum dan 
Keamanan Nasional juga men-
gadakan pelatihan paralegal. 
Pelatihan tersebut bertujuan 
agar perjuangan SPI berbasis 
hukum dapat dilakukan secara 
baik dan benar sehingga kader 
SPI dapat bergerak diberbagai 
level, dari basis hingga nasional, 
karena salah satu perjuangan 
bersama adalah bagaimana SPI 
memperjuangkan  pembaruan 
agraria, sepeti hak atas tanah, 
dan hak atas pangan.

Rakornas menghasilkan 
sejumlah rekomendasi dan pe-
tunjuk pelaksanaan (juklak) 
dan Petunjuk teknis (juknis) 
tentang program kerja di 
tingkat pusat hingga tingkat 
wilayah. Juklak dan juknis 
tersebut telah disebarkan ke 
wilayah-wilayah untuk segera 
dilaksanakan dengan berbagai 
target dan kegiatan yang telah 
ditetapkan. Landasan penyusu-
nan program kerja bersumber 
pada Anggaran Dasar/Angga-
ran Rumah Tangga (AD/ART) 
dan Garis Besar Haluan Organ-
isasi (GBHO) dengan tema per-
juangan Kesatuan Kaum Tani 
dan Persatuan Nasional un-
tuk Mewujudkan Pembaruan 
Agraria dan Kedaulatan Rakyat 
menuju Keadilan Sosial.

“Semoga hasil rakornas ini 
bisa segera dilaksanakan un-
tuk kemajuan organisasi,” ujar 
Agus Rully Ardiansyah Ketua 
Departemen Politik, Hukum 
dan Keamanan Nasional  SPI. 
Rully optimis hasil rakor bisa 
mempercepat dan memperbai-
ki kinerja organisasi.#

P A S A M A N 
BARAT. Pihak 
Polres Pasa-
man Barat dan 
Koramil daerah 
setempat men-
gancam para 
petani anggota 
Serikat Petani 
Indonesia (SPI) 
Basis Teluk La-
lang, Kabupaten 
Pasaman Barat, 
Sumatera Barat 
(6/1). Ancaman ini diterima 
oleh para petani setelah mer-
eka melakukan reklaiming  
atas lahan seluas 600 hektar. 
Selain ancaman, Polres Pasa-
man Barat juga menyita be-
berapa dokumen milik petani 
anggota SPI.

Tanah seluas 600 ha 
tersebut awalnya adalah 
wilayah ulayat Nagari Air 
Bangis dibawah  kekuasaan 
Daulat Koto Rajo Pasaman 
yang digunakan sebagai lahan 
pertanian dan pemukiman. 
Pada tahun 1988, pemerin-
tah memberikan izin HPH 
kepada  PT Sumber Surya Se-
mesta seluas 79.000 ha un-
tuk mengelola hutan ulayat 
tersebut. PT Sumber Surya 
Semesta melakukan pengam-
bilan kayu pada daerah yang 
berupa hutan tersebut, ke-
mudian diambil alih oleh 
PT Rimba Swasembada Se-
mesta seluas 3.620 ha dalam 
lokasi yang sama pada tahun 
1992 untuk dijadikan hutan 
produksi dengan penanaman 
kayu akasia dan kayu mint.

PT Rimba Swasembada 
Semesta dengan program 
pemerintah juga memban-
gun areal transmigrasi Hu-
tan Tanaman Industri (HTI) 
untuk kebutuhan tenaga 
kerja. Kegiatan PT Swasem-
bada Semesta hanya berlan-
sung sampai tahun 2001 dan 
hingga saat ini  areal yang 
sudah ditanami tersebut  ter-
lantar termasuk di dalam-
nya para transmigrasi HTI.
Kondisi tersebut membuat 
para petani kembali menun-

KONFLIK AGRARIA

Agus Rully (berdiri, paling kanan) bersama peserta Rakornas Politik 
dan Pendidikan Paralegal di Banten

Pasca reklaiming, kepolisian ancam 
petani SPI Basis Teluk Lalang

tut haknya. Lahan terlantar 
yang ditinggalkan PT Rimba 
Swasembada Semesta tersebut 
kemudian direklaiming  oleh 
petani Teluk Lalang pada Mei 
2009.  Proses reklaiming ini 
sebelumnya telah mendapat 
dukungan dari kalangan adat 
(Tuo Waris) dengan membuat 
surat hibah atas tanah tersebut 
seluas 2.000 ha kepada petani.
Lahan seluas 600 ha ini dihuni 
300 kepala keluarga (KK) dan 
telah ditata menjadii peru-
mahan dan tanaman pangan.
Pasca reklaiming tersebut, an-
caman terus berdatangan dari 
pihak Koramil maupun Polres 
Pasaman Barat. Pada 9 Januari 
2010, SPI Basis Teluk Lalang 
didatangi aparat Koramil dan 
Polres Pasaman Barat. Pihak 
kepolisian menuduh petani 
melakukan penghasutan un-
tuk melakukan reklaiming dan 
melakukan penebangan liar 
dikawasan hutan tersebut.

Sukardi Bendang, Ketua 
DPW SPI Sumatera Barat, men-
gatakan bahwa tindakan dan 
tuduhan yang dilakukan oleh 
polisi sama sekali tak berala-
san. ”Mereka menuduh kami 
melakukan penebangan liar, pa-
dahal yang dibuka masyarakat 
adalah sisa dan bekas pen-
ebangan yang dilakukan PT 
Rimba Swasembada Semesta, 
yang memang merupakan hak 
rakyat” tegas Sukardi. ”Kami 
petani anggota Serikat Petani 
Indonesia akan terus memper-
juangkan hak atas tanah ini, 
karena tanah ini adalah hak 
kami dan akan terus kami per-
tahankan” tambahnya.#

UUPA No. 5 TAHUN 1960 
UNTUK REFORMA 
AGRARIA SEJATI !!!
www.spi.or.id



10											                      PEMBARUAN TANI    EDISI 72    FEBRUARI 2010

Aksi SPI Tolak HP3

KEBIJAKAN AGRARIA

Pertanian Indonesia Terancam ACFTA

JAKARTA. Perjanjian Perda-
gangan Bebas Asean-China 
(ACFTA) telah diberlakukan 
secara penuh per 1 Januari 
2010, setelah sejak 2002 per-
janjian ini ditandatangani dan 
diberlakukan bertahap. Lebih 
dari 6600 komoditi dari China 
akan masuk ke Indonesia tanpa 
dikenai tarif masuk sama sekali 
(nol persen). Keikutsertaan In-
donesia dalam ACFTA kembali 
menunjukkan betapa pemerin-
tah Indonesia telah salah lang-
kah dalam strategi pembangu-
nan ekonomi nasional saat ini.

Dalam tiga tahun tera-
khir, perbandingan neraca 
ekspor dan impor nonmigas 
antara Indonesia dan Cina se-
lalu menunjukkan angka de-
fisit. Data Bank Indonesia (Mei 
2009) menyebutkan bahwa 
pada 2006 kita mengalami de-
fisit sebesar 0,993 milyar dolar 
AS. Pada 2007 jumlahnya naik 
mencapai  US$ 2,708 milyar 
bahkan pada 2008 angkanya 
meningkat tajam mencapai 
US$ 7,898. Selama 2009 Cina 
menjadi negara pemasok ba-
rang impor nonmigas terbesar 
dengan nilai US$ 12,01 miliar 
(BPS 2010).

Ketua Umum Serikat Petani 
Indonesia (SPI), Henry Saragih 
menegaskan bahwa rendahnya 
harga produk dari China telah 

menghantam petani hortikul-
tura dalam negeri. Salah satu 
yang terkena imbas paling be-
sar ialah petani bawang putih. 
Henry menjelaskan bahwa 
tragedi yang dialami petani 
bawang putih ini terjadi sejak 
tahun 2005, ketika ACFTA pada 
saat itu telah menghapuskan 
tarif impor bawang putih dari 
Cina, setelah sebelumnya pada 
tahun 1996 tarif impor bawang 
putih diturunkan menjadi lima 
persen. 

Impor bawang putih ini pun 
dapat dilakukan secara bebas 
oleh para importir tanpa meng-
gunakan acuan standar mutu, 
akibatnya pasar bawang putih 
domestik dibanjiri produk Cina. 
Kebijakan penurunan tarif im-
por, menyebabkan harganya 
jauh lebih murah dibanding 
bawang putih lokal. "Akibatnya 
gairah petani untuk menanam 
bawang putih semakin menu-
run karena tidak menguntung-
kan dan banyak petani dan pen-
gusaha yang terpaksa gulung 
tikar" kata Henry.  Di samping 
bawang putih, barang-barang 
impor dari Cina terbesar yang 
masuk ke Indonesia adalah 
adalah buah-buahan, dengan 
nilai impor Januari-september 
2006 mencapai US$ 134,6 juta 
atau meningkat US$ 73,8 juta 
dibanding periode sama tahun 

sebelumnya.
Henry menambahkan bah-

wasa pemerintah berkilah 
dengan menyatakan hal ini di-
imbangi dengan sektor perke-
bunan dimana terjadi pening-
katan trade balance Indonesia 
dengan China dari US$ 800 juta 
hingga US$ 2,3 miliar. Namun 
berkaca pada komoditi ke-
lapa sawit dan Crude Palm Oil 
(CPO), ketergantungan pada 
pasar dan harga internasional 
untuk ekspor menyebabkan 
banyak kerugian pada petani 
sawit dan produsen CPO. Pada 
saat harga jatuh dimana petani 
serta produsen tidak memiliki 
kontrol sama sekali untuk itu, 
kita harus rela merugi. Lebih 
buruknya lagi, kita terus didor-
ong sebagai eksportir bahan 
mentah, sehingga industri hu-
lu-hilir kita terbengkalai, tidak 
terbangun dan terintegrasi. 

"Hal ini tentunya mengin-
gatkan kita dengan apa yang 
terjadi pada era kolonial, ketika 
Indonesia hanya menjadi daer-
ah pengerukan bahan mentah 
kondisi yang terus dibiarkan 
hingga hari ini" tegas Henry.
Jika beberapa produk non-
migas seperti minyak sawit, 
karet, pulp and paper, dan ke-
lapa (kopra) didorong sebagai 
produk unggulan, logika ori-
entasi ekspor akan menggen-
jot produksi. Terkait ini, akan 
banyak ekspansi usaha perke-
bunan—yang konsekuensi so-
sial-ekonomi dan lingkungan-
nya masih menyimpan banyak 
masalah. 

Henry juga mengingatkan 
bahwa sebaiknya pemerin-
tah benar-benar mengevalu-
asi proses ACFTA ini. "Untuk 
memajukan pertanian Indo-
nesia, selain dibutuhkan cetak 
biru pertanian dari hulu hingga 
hilir, insentif untuk petani pun 
mutlak dibutuhkan. Terkait 
dengan perdagangan bebas, 
melindungi petani dan rakyat 
Indonesia—serta menggairah-
kan pasar dan harga domestik 
sudah lama diusulkan namun 
miskin implementasi", tambah 
nya. #

JAKARTA. Serikat Petani 
Indonesia (SPI) bersama 
Koalisi Tolak Hak Pengusa-
haan Perairan Pesisir (HP3) 
melakukan aksi menolak di-
sahkannya Undang-Undang 
No. 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesi-
sir dan Pulau-Pulau Kecil 
(PWP3K), dan menyerahkan 
dokumen  judicial review ter-
hadap UU No. 27 Tahun 2007 
kepada Mahkamah Konsti-
tusi.

Ketua Umum Serikat 
Petani Indonesia (SPI), Hen-
ry Saragih dalam orasinya 
menegaskan bahwa praktek-
praktek komersialisasi juga 
sudah terjadi terhadap para 
petani di Indonesia. Tinggi- 
nya kasus penggusuran la-
han petani oleh pihak-pihak 
pemodal merupakan bukti 
bahwa para pemodal se-
makin kuat mencengkeram-
kan kukunya kepada para 
pengambilan keputusan di 
negeri. 

 “Rezim neoliberalisme 
ini sudah semakin meresah-
kan kita, oleh karena itu kita 
harus memperkuat gerakan 
rakyat baik itu petani, ne-
layan, dan semua elemen 
masyarakat lainnya untuk 
melakukan perlawanan ter-
hadap kaum neoliberalisme 
dan kapitalisme internasion-
al dari pelosok hingga dunia.” 
tegas Henry.#

Petani dengan pisang hasil ladangnya, penghasilan mereka terancam 
apabila pemerintah kita menerapkan ACFTA di bidang pertanian

KOALISI
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DPP SPI Kunjungi Lahan Petani Rengas 
yang Diusahakan PTPN VII

DPC SPI Asahan gelar seminar Pembaruan 
Agraria dan Pembangunan Pedesaan

KONFLIK AGRARIA

PALEMBANG. Dewan Pengu-
rus Pusat (DPP) Serikat Petani 
Indonesia (SPI) mengunjungi 
Desa Rengas, Kecamatan Pa-
yaraman, Kabupaten Ogan Ilir, 
Sumatra Selatan, Rabu (30/12). 
Kunjungan tersebut dilaku-
kan setelah sebelumnya SPI 
melakukan aksi massa bersa-
ma petani Desa Rengas, di Kan-
tor DPRD dan Pemprov Sumsel, 
dan Kanwil Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Sumsel, 28-29 
Desember 2009.

Achmad Ya’kub, Ketua 
Departeman Kajian Strategis 
(SPI), yang juga Koordinator 
Tim Investigasi dan  Advokasi 
Nasional SPI untuk kasus Desa 
Rengas. Dalam kunjungan-
nya Ya’kub melakukan diskusi 
mengenai rangkaian  aksi yang 
telah dilakukan bersama tokoh 
masyarakat Desa Rengas.

Dalam pertemuan terse-
but juga membahas prinsip-
prinsip perjuangan secara da-
mai mengambil hak atas tanah 
yang telah dirampas PTPN VII 
semenjak 27 tahun lalu. Dan 
menyikapi rencana pertemuan 
dengan pihak Pemprov Sum-
sel pada 6 Desember 2010, 
di Kantor Pemprov Sumsel, 
Palembang. Petani Rengas me-

ASAHAN. DPC Serikat Petani 
Indonesia (SPI) Kabupaten 
Asahan mengadakan seminar 
sehari dengan tema “Pemba-
ruan Agraria dan Pembangu-
nan Pedesaan di Kabupaten 
Asahan” di Aula Sekolah 
Tinggi Ilmu Hukum Muham-
madiah Asahan (STIHMA) 
Kisaran, Selasa (29/12). 
Seminar dihadiri petani ang-
gota SPI Kabupaten Asahan 
dan Kabupaten Batu Bara, 
seminar ini juga dihadiri oleh 
kalangan dari mahasiswa, 
akademisi, birokrasi serta 
politisi di Kabupetan Asah-
an. Acara yang dihadiri lebih 
dari seratus orang ini diisi 
oleh pembicara yang berasal 
dari BPN Kabupaten Asahan 
yang diwakili oleh Zulkar-
naen Kepala Tata Usaha BPN 
Kabupaten Asahan, Hendri 
Dunand Ketua STIHMA Kisa-
ran, Zubaidah Ketua BPC SPI 
Asahan.

Tujuan dari seminar 
ini adalah mengangkat isu-
isu perjuangan pembaruan 
agraria yang merupakan 
salah satu agenda perjuan-
gan SPI. “Banyak kasus ta-
nah yang dialami oleh petani 
anggota SPI Kabupaten Asa-
han yang sampai saat ini be-
lum terselesaikan sementara 
intimidasi dan teror masih 
tetap dihadapi oleh petani 
yang berjuang merebut la-
han mereka yang dirampas 
pihak perkebunan,” ungkap 
Zubaidah, Ketua BPC Asahan 
disela-sela acara seminar 
berlangsung. Henry Saragih, 
Ketua DPP SPI mengung-
kapkan keprihatinannya ter-
hadap kondisi petani yang 
sedang memperjuangkan 
hak mereka, “Banyak kasus 
sengketa tanah yang belum 
terselesaikan. Hal tersebut 
dikarenakan kebijakan poli-
tik yang dihasilkan pemerin-

negaskan, dengan atau tanpa 
dukungan dari Pemprov Sum-
sel, mereka akan melakukan 
penguasaan lahan kembali. 
“Karena tanah tersebut me-
mang tanah masyarakat Desa 
Rengas  yang telah diserobot 
oleh PTPN VII. Dan pihak PTPN 
VII telah melakukan tindak 
kriminal di atas lahan petani,” 
ungkap salah satu petani Desa 
Rengas.

Pada kesempatan yang 
sama, Ya’kub mengemukakan 
keberhasilan petani SPI yang 
dapat dipetik sebagai pelaja-
ran dalam perjuangan hak atas 
tanahnya kembali seperti, di 
Sukabumi, Jambi, Nusa Teng-
gara Timur (NTT) serta daerah 
perjuangan SPI lainnya. Dalam 
pertemuan tersebut, petani 
Desa Rengas mengutarakan ke-
inginan besar untuk bergabung 
dengan SPI Sumsel. Setelah 
berdiskusi, Tim Advokasi Na-
sional SPI bersama tiga orang 
petani Rengas meninjau lahan 
sengketa yang telah dipatok 
petani dengan kayu gelam. 
Serta mereka melihat bebera-
pa pondok petani Rengas yang 
telah dibakar oleh pihak PTPN 
VII.#

Achmad Ya'kub (memegang tiang pancang) bersama para petani 
Rengas di lahan mereka yang diusahakan oleh PTPN VII

tah Indonesia saat ini, banyak 
undang-undang yang member-
atkan petani bahkan melemah-
kan posisi tawar petani dalam 
memperjuangkan haknya,” 
ujar Henry. Di tengah acara 
seminar ini, Ketua STIHMA 
Kisaran memberikan beasiswa 
kuliah di STIHMA Kisaran un-
tuk petani dan anak petani 
sebagai ungkapan kepedulian 
terhadap pendidikan di ka-
langan rumah tangga petani. 
Di akhir acara pengurus DPC 
SPI Asahan melakukan diskusi 
bersama dengan Ketua DPP 
SPI dengan petani anggota SPI 
Kabupaten Asahan dan Kabu-
paten Batu Bara yang hadir 
saat seminar ini. Mereka mem-
bicarakan strategi perjuangan 
agraria terkait banyaknya ang-
gota basis SPI yang mengalami 
sengketa tanah dengan pihak 
perkebunan besar. Selain itu 
mereka mendiskusikan men-
genai bagaimana cara menin-
gkatkan ekonomi petani. “Saat 
ini petani selalu dihitung tetapi 
tidak pernah diperhitungkan 
sehingga kita perlu mengga-
lang kekuatan diantara petani 
agar kita dapat diperhitungkan 
sehingga memiliki posisi tawar 
yang lebih baik, hal itu dapat di-
wujudkan dengan tumbuhnya 
kesadaran diantara kita untuk 
sama-sama membangun dan 
menggalang kekuatan kaum 
tani,” ungkap Wagimin, Ketua 
DPW SPI Sumut sebagai kata 
penutup diskusi yang disam-
but dengan mengatakan slogan 
“hidup petani” oleh seluruh pe-
serta diskusi#.

PENDIDIKAN

(Kiri-kanan) Syahmana Damanik, 
Wagimin, Henry Saragih, Zubaedah

RICE IS LIFE, CULTURE AND DIGNITY
Beras adalah Kehidupan, Kebudayaan, dan Martabat www.spi.or.id
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ANALISIS

Perampasan Tanah  di Indonesia

JAKARTA. Istilah “Land Grab-
bing” atau Perampasan tanah 
pertama kali dikemukakan 
oleh sebuah lembaga perta-
nian GRAIN di Spanyol, pada 
tahun 2008. Istilah ini diguna-
kan untuk menyebut mengenai 
pengambilan  tanah-tanah per-
tanian oleh perusahaan besar 
melalui investasi agribisnis. 
Saat ini istilah land grabbing 
sudah semakin populer bahkan 
telah menjadi perhatian berba-
gai lembaga PBB seperti Food 
and Agriculture Organization 
(FAO) dan International Fund 
for Agricultural Development 
(IFAD).

Banyak pihak mencemas-
kan mengenai land grabbing, 
karena makin mempersulit 
adanya upaya memberikan 
akses pada buruh tani atas ta-
nah pertanian. Pangan seketika 
menjadi suatu komoditas yang 
bernilai tinggi. Dengan mer-
oketnya harga bahan pangan 
10-40 persen pertanian pangan 
tiba-tiba menjadi sektor yang 
menggiurkan, pangan menjadi 
”ladang emas” baru.

Hal tersebut menyebabkan 
terjadinya gelombang investasi 
ke sektor tanaman pangan di 
seluruh dunia. Di Indonesia, 
salah satu yang mengadu pe-
runtungan di sektor pangan 
ini adalah Bin Laden Group. 
Beberapa bulan silam mereka 

telah menyatakan akan meng-
investasikan US$ 2 miliar un-
tuk pembukaan food estate di 
Lampung dan Sulawesi Tengah. 
Sebelumnya grup yang sama 
telah berencana menggelon-
torkan US$ 4,37 miliar pada 
proyek mereka berupa pembu-
kaan lahan pertanian pangan 
seluas 500.000 hektare di Mer-
auke, Papua.

Selain investor asing, peru-
sahaan raksasa nasional sep-
erti Medco Energi, Sinar Mas 
Group, dan Artha Graha juga 
melakukan hal serupa, peru-
sahaan-perusahaan ini me-
mutuskan terjun dalam bisnis 
pangan dengan membuka food 
estate seluas 585.000 hektar di 
daerah Merauke juga. Pemer-
intah yang melihat hal ini se-
bagai peluang usaha baru dan 
kesempatan untuk mengun-
dang investor ke sektor perta-
nian pangan yang selama ini 
tidak menarik minat dan um-
umnya dikelola oleh keluarga-
keluarga petani mendukung 
perkembangan fenomena yang 
terjadi ini melalui sejumlah ke-
bijakan baru yang dikeluarkan.
Undang-Undang No. 25/2007 
tentang Penanaman Modal 
(UUPM) dengan berbagai tu-
runannya yang memberikan 
peluang bagi investor untuk 
semakin menguasai sumber-
sumber agraria. Instruksi Pres-

iden No. 5/2008 tentang Fokus 
Program Ekonomi 2008-2009 
termasuk di dalamnya men-
gatur Investasi Pangan Skala 
Luas (Food Estate). Inpres ini 
dalam kacamata pemerintah 
bertujuan untuk menjawab 
permasalahan pangan nasional 
dengan memberikan kesempa-
tan kepada pengusaha dan in-
vestor untuk mengembangkan 
“perkebunan” tanaman pan-
gan.

Lebih lanjut Peraturan 
Presiden No 77/2007 tentang 
daftar bidang usaha tertutup 
dan terbuka disebutkan bahwa 
asing boleh memiliki modal 
maksimal 95 persen dalam 
budi daya padi. Peraturan ini 
jelas akan sangat merugikan 
13  juta petani padi yang sela-
ma ini menjadi produsen pan-
gan utama, apalagi 77 persen 
dari jumlah petani padi yang 
ada tersebut masih merupakan 
petani gurem.

Sesungguhnya terlepas 
dari istilah yang dikemukakan 
oleh GRAIN perampasan ta-
nah bukanlah hal yang baru di 
Indonesia, perjuangan mela-
wan perampasan tanah telah 
menjadi perjuangan panjang 
jutaan petani kecil di Indone-
sia selama bertahun-tahun. 
Perjuangan terhadap ek-
spansi perkebunan yang se-
makin meluas dan menggilas 
habis lahan-lahan pertanian 
masyarakat.  Dalam 20 tahun 
terakhir terjadi peningkatan 
perluasan perkebunan kelapa 
sawit seluas 6.103.679 hektar 
dengan rata-rata pertumbuhan 
305.183 hektar per tahun.

Selain krisis pangan yang 
menyebabkan berkembang-
nya perampasan tanah untuk 
“perkebunan” pangan, peram-
pasan lahan oleh perkebunan,  
krisis iklim yang terjadi saat ini 
juga menyebabkan terjadinya 
perampasan tanah model baru. 
Suatu mekanisme perampasan 
akses dan kontrol atas pen-
gelolaan tanah secara diam-di-
am dengan dalih perlindungan 
bumi dari perubahan iklim, 
perampasan tanah ini diatur 

dalam mekanisme perdagan-
gan karbon.

Saat ini diperkirakan ter-
dapat 26,6 juta hektar lahan di 
Indonesia yang diperdagang-
kan dalam mekanisme perda-
gangan karbon ini. Dengan nilai 
uang yang beredar sekitar 6,3 
milyar US$ (sekitar Rp 63 tril-
iun). Bukan jumlah yang kecil 
tentunya, mengingat lahan per-
tanian di Indonesia saat ini saja 
hanya sekitar 17.04 juta hektar, 
dengan rata-rata kepemilikan 
tanah per kapita yang sangat 
kecil sebesar 820 hektar per 
kapita.

Di Muara Jambi, para petani 
harus berjuang melindungi hak 
mereka  untuk bisa menggarap 
di lahan seluas 101.000 hektar 
tanah yang di klaim menjadi 
kawasan konservasi. Di Ulu Ma-
sen, Nangroe Aceh Darssalam 
(NAD) sekitar 750.000 hektar 
tanah rakyat sudah tidak boleh 
ditinggali dan digarap lagi, be-
lum lagi puluhan proyek lain-
nya yang sedang berkembang. 
Ratusan bahkan ribuan rumah 
tangga petani akan kehilangan 
lahan dan sumber penghidu-
pannya akibat skema perlind-
ungan bumi yang tidak manu-
siawi ini. Sementara di sisi lain 
proses industri besar-besaran 
dan pengerukan sumber daya 
alam terus berkembang.

Lebih lanjut proses per-
ampasan tanah ini juga didu-
kung oleh lembaga-lembaga 
keuangan internasional atas 
nama pembangunan. Salah 
satu contohnya adalah rencana 
pembangunan tol Trans Jawa 
sepanjang 652 km. Pemban-
gunan tol ini dikatakan akan 
meningkatkan perkembangan 
sektor industri di Pulau Jawa. 
Untuk pembangunan tol ini 
655.400 hektare lahan per-
tanian harus rela dikonversi, 
belum lagi 60 hektar hutan 
lindung di Jawa Tengah dan 
Jawa Timur juga jadi korban. 
Padahal tingkat konversi lahan 
di Jawa sudah mencapai rata-
rata 40.000 hektar per tahun. 

Ladang Jagung milik anggota SPI di NTT. Penerapan Food Estate akan 
semakin merampas ladang-ladang jagung milik keluarga petani.

Bersambung Ke Halaman 13
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Berapa banyak petani yang 
akan kehilangan tanahnya? 
Jika rata-rata keluarga petani 
di Jawa mengelola 0,4 hektar 
tanah maka dengan pemban-
gunan tol Trans Jawa ini akan 
ada 1.638.500 rumah tangga 
tani yang akan kehilangan 
tanah garapan dan sumber 
penghidupannya.2 Rencana 
pembangunan jalan tol ini 
dilakukan dengan menggu-
nakan hutang dari Asian De-
velopment Bank (ADB) sebe-
sar 500 juta US$.

Pengembangan perta-
nian dengan mengandalkan 
sistem agribisnis tidak akan 
menjawab permasalahan 
krisis harga pangan yang ter-
jadi saat ini. Sesungguh-
nya produksi pangan dunia 
mencukupi untuk memberi 
makan seluruh penduduk 
dunia. Permasalahan ses-
ungguhnya terletak pada 
penguasaan sumber-sumber 
produksi serta distribusi 
pangan yang terkonsentrasi 
pada perusahaan-perusa-
haan besar. Sesungguhnya 
ketika terjadi krisis pangan 
pada tahun 2007-2008 lalu, 
keuntungan yang diterima 
perusahaan-perusahaan 
agribisnis dan pangan justru 
meningkat pesat.  Konsen-
trasi pemilikan tanah-tanah 
pertanian di tangan perusa-
haan agribisnis dan industri 
pangan raksasa justru akan 
menyebabkan semakin rent-
annya masyakarat terhadap 
kerawanan pangan.

Langkah nyata untuk 
mengatasi krisis pangan ada-
lah dengan sungguh-sungguh 
melaksanakan pembaruan 
agraria. Saat ini di Indonesia 
masih terdapat 12.418.0563 
hektar tanah terlantar yang 
akan sangat bermanfaat jika 
didistribusikan untuk diman-
faatkan oleh keluarga-kelu-
arga tani. Pendistribusian ini 

hendaknya mengutamakan ke-
luarga tani yang tak bertanah, 
buruh tani dan petani-petani 
kecil dengan kepemilikan ta-
nah kurang dari 0,5 hektar. Jika 
rata-rata satu keluarga tani 
mendapatkan 2 hektar tanah 
untuk digarap, sesuai pasal 8 
Perpu No.56/1960 untuk batas 
minimum yang dapat menja-
min kelangsungan hidup kelu-
arga, maka terdapat 6.209.028 
keluarga yang akan mendapat-
kan sumber penghidupan yang 
layak disamping untuk me-
menuhi kebutuhan pangan dan 
produk pertanian nasional.

Selain itu dengan melak-
sanakan pembatasan maksi-
mum kepemilikan lahan dan 
melakukan pembatasan modal 
asing dalam pengelolaan sum-
ber daya agraria. Saat ini masih 
44 persen tenaga kerja di In-
donesia bekerja di pertanian, 
melihat besarnya angka terse-
but maka penguasaan sumber-
sumber agraria yang merata 
dan dikelola oleh rakyat memi-
liki peranan yang lebih besar 
dalam mengatasi kemiskinan 
dan kelaparan baik di wilayah 
perkotaan maupun pedesaan 
dibandingkan sektor ekonomi 
lainnya.

Apabila petani sebagai 
penghasil pangan memiliki, 
menguasai dan mengkon-
trol alat-alat produksi pan-
gan seperti tanah, air, benih 
dan teknologi serta berbagai 
kebijakan yang mendukung-
nya dalam bingkai pelaksan-
aan pembaruan agraria maka 
kedaulatan pangan akan dapat 
ditegakkan dan akan berjalan 
seiring dengan proses pem-
bangunan pedesaan yang saat 
ini dikenal sebagai kantong-
kantong kemiskinan.

Elisha Kartini T. Samon
Staf Departemen Kajian Strategis Nasional

Serikat Petani Indonesia 

JAKARTA. Serikat Petani Indo-
nesia (SPI) bersama organisasi 
rakyat lainnya melaporkan ke-
bohongan Delegasi Pemerin-
tah Repulik Indonesia (DELRI) 
pada pertemuan perubahan 
iklim ke-15 di Kopenhagen, 
Denmark, kepada pimpinan De-
wan Perwakilan Rakyat (DPR), 
di gedung DPR RI, Selasa (5/1). 
SPI menyampaikan segala ben-
tuk kebohongan publik oleh 
DELRI pada pertemuan di Ko-
penhagen. Dalam Pertemuan 
tersebut tidak ada konsultasi 
publik mengenai isi materi 
yang akan disampaikan pada 
pertemuan perubahan iklim 
ke-15 di Kopenhagen, Den-
mark untuk membawa agenda 
rakyat ke forum internasional 
serta hasil yang didapat di Ko-
penhagen berbeda dengan apa 
yang disampaikan ke publik.

Henry Saragih, Ketua 
umum SPI mengungkapkan 
kebohongan yang dilakukan 
DELRI antara lain skema penu-
runan 26 persen emisi karbon 
tidak jelas oleh pemerintah SBY 
dan tidak masuk akal. Pada-
hal sebenarnya banyak negara 
selatan yang memiliki konsep 
tentang penyelamatan iklim, 
akan tetapi malah mengikuti 
kepentingan negara-negara G 
20.

“Belum ada kesepakatan 
yang mengikat tentang Reduc-
ing Emissions from Deforesta-
tion and Degradation (REDD), 
tetapi pemerintah kita telah 
menjalankannya sebagai con-
toh proyek. Namun sejumlah 
proyek atas nama proyek per-
cobaan (pilot project) sudah 
dijalankan di Indonesia dengan 
dikeluarkannya Permenhut No. 
68 tahun 2008 tentang penye-
lenggaraan pengurangan emisi 
karbon dan dari deforestasi 
dan degradasi hutan. Saat ini 
direncanakan terdapat 26,6 
juta hektar lahan di Indonesia 
yang diperdagangkan dalam 
mekanisme perdagangan kar-
bon ini. Dengan nilai uang yang 
beredar sekitar 6,3 milyar US$ 
(sekitar Rp 63 triliun). Skema 
ini menjual murah 26,6 juta 

SPI laporkan DELRI ke DPR RI

PERUBAHAN IKLIM

hektar hutan alam Indonesia 
mulai dari tegakan pohon, he-
wan, tumbuhan, tanah, sumber 
mata air, dan ruang interaksi 
sosial, dan entitas masyarakat 
hukum adat di wilayah terse-
but, hanya seharga Rp. 12 per 
meter perseginya,” ungkap 
Henry.

Demi mengakomodir 
proyek-proyek tersebut pemer-
intah Indonesia melalui Depar-
temen Kehutanan sudah men-
geluarkan kebijakan yang akan 
menjamin pelaksanaannya. 
Pemerintah Indonesia meru-
pakan negara pertama di dunia 
yang mengeluarkan kebijakan 
nasional yang mengatur men-
genai perdagangan karbon dan 
REDD. Melalui UU No. 32 tahun 
2009 tentang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, 
Permenhut No. 30 tahun 2009 
tentang REDD dan Permenhut 
No. 36/2009 tentang Tata Cara 
Perizinan Usaha Pemanfaatan 
Penyerapan dan/atau Peny-
impanan Karbon pada Hutan 
Produksi dan Hutan. Meskipun 
menyebutkan tentang peran 
hukum adat di dalamnya, na-
mun tidak diatur dalam pera-
turan tersebut tentang hak-hak 
masyarakat adat dan kompen-
sasi dari tergusurnya mereka 
dari lahan pencaharian mer-
eka.

Pramono Anung, Wakil Ket-
ua DPR RI, berjanji akan segera 
memanggil DELRI mengenai 
penjelasan hasil yang mereka 
dapatkan di Kopenhagen, Den-
mark.  “Sebagai wakil rakyat, 
kami akan segera memanggil 
DELRI agar mereka menjelas-
kan skema penurunan emisi 
26 persen yang dilakukan oleh 
Pemerintah kita. Karena fakta-
fakta di lapangan, risiko Indo-
nesia sangat besar, dan negara 
Indonesia berkomitmen sen- 
diri mengurangi emisi seban-
yak 26 persen, padahal negara 
lain tidak ada,” tuturnya. #

Sambungan dari hal. 12 Perampasan Tanah ...

PETANI BERSATU MELAWAN NEOLIBERALISME!!!
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Muscab DPC SPI 
Kabupaten Lima 
Puluh Kota

Mamock: "SPI adalah Masa Depan Cerah 
Petani Indonesia"

ORGANISASI

LIMA PULUH KOTA. Dewan 
Pengurus Cabang (DPC) Se- 
rikat Petani Indonesia (SPI) 
Kabupaten Lima Puluh Kota, 
Sumatera Barat melaksanakan 
Musyawarah Cabang (Muscab) 
pada 21-23 Desember 2009. 
Peserta Muscab berasal dari 
lima kecamatan yakni, Keca-
matan Pangkalan Koto Baru, 
Harau, Luak, Bukit Barisan, dan 
Situjuh Limo Nagari.

Ketua Majelis Cabang 
Petani (MCP), Evi Deliza Na-
sution mengatakan bahwa se-
lain membicarakan mengenai 
konflik agraria yang tidak kun-
jung selesai di Sumbar, Mus-
cab juga membahas pertanian 
berkelanjutan yang merupakan 
program kampanye SPI dalam 
mewujudkan kedaulatan pan-
gan rakyat Indonesia. Program 
yang telah dijalankan oleh SPI 
wilayah Sumbar antara lain,  
pelatihan, magang, dan mem-
perbanyak demplot pertanian 
berkelanjutan, pembuatan 
bank benih bersama di tingkat 
cabang yang diakses langsung 
oleh basis baik pembuatan dan 
pemanfaatannya. “SPI wilayah 
Sumbar menolak masuknya 
benih impor dan bibit-bibit 
transgenik, serta mendorong 
penggunaan benih lokal  di  Ka-
bupaten Lima Puluh Kota,” tu-
tur Evi.

Ketua Badan Pelaksana 
Cabang (BPC), Hazlina menya-
takan bahwa tujuan dari Mus-
cab adalah membangun watak, 
karakter kader dan anggota or-
ganisasi yang berperikemanu-
siaan, adil, dan beradab mela-
lui pendidikan dan pelatihan. 
Selain itu juga untuk memupuk 
jiwa sosial dan semangat go-
tong royong antar sesama ang-
gota. 

"Muscab kali ini juga beru-
paya untuk menghidupkan 
kembali budaya pertanian dan 
kearifan tradisional petani dan 
mengkombinasikannya dengan 
ilmu pengetahuan yang terus 
berkembang" tutur Hazlina 
dengan cukup semangat. #

Sugiatmo, pria kelahiran 
Solo, 6 Maret 1947 ini adalah 
potret seorang pejuang tani 
yang tak lekang dimakan za-
man. Pria yang akrab dipanggil 
mamock ini berasal dari ke-
luarga yang cukup sederhana 
dan bersahaja. Ayahnya adalah 
seorang guru di Sekolah Rakyat 
sekaligus anggota TNI yang 
sering mengorganisir massa di 
daerah pedesaan, sedangkan 
ibunya adalah seorang ibu ru-
mah tangga.

Di masa mudanya Mamock 
cukup aktif di berbagai kegia-
tan dan organisasi sosial. Pria 
yang memiliki 4 orang anak ini 
menyatakan bahwa semenjak 
muda dia telah aktif di kepan-
duan. Mamock muda juga per-
nah aktif di teater dan sempat 
membentuk teater Marguyu-
dan di Jakarta bersama Frans 
Soedibyanto-adik kandung al-
marhum budayawan terkenal 
Indonesia, WS Rendra. Pria 
berumur 63 tahun ini pada 
masa mudanya juga aktif di pe-
muda Marhaenis. “Saya adalah 
Soekarnois sejati” ungkapnya. 

Mamock muda adalah se-
orang yang sudah cukup ma-
pan kondisi ekonominya. Pada 

PEJUANG TANI

usia 24 tahun, Mamock 
sudah bekerja di peru-
sahaan pengeboran 
minyak asal Amerika 
Serikat, Atlantic Rich-
field Company. Dia juga 
pernah berprofesi se-
bagai Manajer Front 
Office Ski Diving Center 
di Pulau Putri Resort 
Hotel. Namun itu se-
mua tidak membuat-
nya puas. Pria berka-
camata ini bertutur 
bahwa segala fasilitas 
yang didapatkannya 
itu justru membuatnya 
hampa. Mamock ber-
tutur bahwa dulu dia 
selalu pergi berlibur 
ke desa-desa untuk 
mencari ketenangan. 
“Saya ini anak kota dan 
dibesarkan di kota, tapi 

kok malah lebih senang 
di desa ya?” ungkapnya dengan 
jujur. 

Anak kelima dari dela-
pan bersaudara ini mulai 
fokus di dunia organisasi pada 
1979. Mamock kembali ke 
daerah kelahirannya di Solo 
dan bergabung dengan Partai 
Demokrasi Indonesia (PDI) dan 
di Pemuda Demokrat-sebuah 
ormas independen. “Saya mera-
sakan ketimpa- ngan yang be-
gitu tinggi antara masyarakat 
perkotaan yang cenderung 
hedonis dengan kehidupan 
masyarakat desa yang cukup 
jujur” ungkapnya. Pada 1986, 
Mamock mulai bergabung di 
beberapa Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) seperti dan 
merupakan seorang Commu-
nity Organizer (CO) yang cu-
kup berpengalaman.  Bersama 
rekan-rekan seperjuangannya, 
Mamock membentuk Himpu-
nan Petani Mandiri Jawa Ten-
gah (HPMJT) yang kemudian 
pada 1998 melebur ke Federasi 
Serikat Petani Indonesia (FSPI) 
hingga kini berganti menjadi 
unitaris menjadi Serikat Petani 
Indonesia (SPI).

Pria yang gemar bermain 
catur ini mengatakan bahwa 

SPI adalah satu-satunya or-
ganisasi massa perjuangan 
petani independen yang kon-
sisten dalam perjuangan re-
forma agraria. Mamock juga 
berpendapat bahwasanya 
setiap jengkal tanah di dunia 
ini pasti membuat masalah. 
Oleh karena itu hingga saat 
ini, Mamock masih meme-
gang teguh prinsip “rukun 
enteng” yakni bagaimana 
dengan kerukunan itu segala 
sesuatunya bisa dilakukan 
dan diselesaikan.

Anggota Majelis Nasion-
al Petani (MNP) SPI untuk 
wilayah Jawa Tengah ini men-
gatakan bahwa dia akan ter-
us mengawal SPI untuk tetap 
memperjuangkan petani 
demi mewujudkan pemba-
ruan agrarian dan keadilan 
sosial. “SPI ini adalah masa 
depan cerah petani Indone-
sia, oleh karena itu saya akan 
terus mengawal dan menga-
wasi SPI ini diminta ataupun 
tidak diminta” ungkapnya. 
Mamock mengatakan bahwa 
kita harus banyak berteri-
makasih kepada para petani. 
Pria ini juga mengungkapkan 
ya semulia-mulianya manu-
sia itu adalah petani. “Kalau 
petani tidak ada kita mau ma-
kan apa? Oleh karena itu dia 
bertekad untuk membalas 
jasa para petani,   saya akan 
terus berbuat baik kepada 
para petani dan akan terus 
mengembangkan basis-basis 
dan cabang-cabang baru SPI" 
tegasnya.

Ketua Umum SPI, Henry 
Saragih mengatakan bahwa 
Mamock adalah salah se-
orang pejuang tani yang tetap 
konsisten memperjuangkan 
kepentingan petani. “Di usia- 
nya yang tidak muda lagi, Pak 
Mamock masih rajin turun 
ke basis-basis, Pak Mamock 
bahkan masih mengorganisir 
terbentuknya cabang SPI di 
tiga Kabupaten yakni Banyu-
mas, Pekalongan dan Jepara” 
ungkap Henry dengan bang-
ga.#
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JAKARTA. Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) Serikat Petani 
Indonesia (SPI) melakukan 
diskusi dengan Dr. HC. Ir. Gu-
nawan Wiradi M.Sos.Sc  di kan-
tor DPP SPI, Jalan Mampang 
Prapatan XIV No. 5 Jakarta Se-
latan (19/1). Gunawan Wiradi 
merupakan guru agraria Indo-
nesia yang hidupnya didedi-
kasikan untuk memperjuang-
kan reforma agraria sebagai 
landasan pembangunan bangsa 
ini. Di usianya yang menginjak 
77 tahun beliau tidak pernah 
berhenti membangun gagasan-
gagasan dan mendorong pelak-
sanaan reforma agraria yang 
sejati di Indonesia. 

Menurutnya reforma agrar-
ia merupakan konsep yang 
sangat kompleks namun men-
desak untuk dilaksanakan. Dan 
pelaksanaannya sangat ber-

Diskusi DPP SPI bersama 
Gunawan Wiradi

SEREMONIA

gantung pada kemauan politik 
negara. Kemauan itu akan bisa 
tercapai jika penguasa negara 
mendapatkan pemahaman 
terus-menerus dari hasil pe-
nelitian yang objektif dan jujur 
mengenai reforma agraria.

Gunawan menegaskan 
bahwa Undang-Undang Pokok 
Agraria Agraria (UUPA) No. 5 
tahun 1990 merupakan salah 
satu dari sedikit Undang-Un-
dang berbobot yang pernah 
dibuat oleh bangsa ini. UU ini 
cukup modern rumusannya 
dan merupakan salah satu 
Undang-Undang yang pertama 
kali menghilangkan batasan 
gender. “Untuk melaksanakan 
reforma agraria sejati, kita 
harus kembali ke UUPA No. 5 
Tahun 1960” tegasnya.

Gunawan menambahkan 
pemerintahan sekarang ini 

memang susah menerapkan 
UUPA karena beberapa hal 
seperti birokrasi yang mu-
lai dari tataran paling atas 
hingga paling bawah yang 
tidak mengerti mengenai 
permasalah agraria secara 
elementer. Beliau juga me-
nyayangkan sebagai negeri 
yang agraris, Indonesia sama 
sekali tidak memiliki pakar 
agraria, yang ada hanyalah 
para ahli hukm agraria.

Dalam diskusi tersebut, 
Ketua Umum Serikat Petani 
Indonesia (SPI), Henry Sara-
gih juga berpendapat sama 
dengan Gunawan Wiradi. 
Henry menegaskan SPI se-
bagai organisasi perjuangan 
massa berbasis petani men-
empatkan UUPA ini sebagai 
dasar perjuangan SPI. “Garis 
perjuangan SPI sejalan den-
gan UUPA No 5. Tahun 1960, 
demi tercapainya pemba-
ruan agraria dan kedaulatan 
pangan” ungkap Henry.

Baik Gunawan Wiradi dan 
Henry Saragih juga menggar-
isbawahi mengenai neolib-
eralisme yang saat ini sudah 
menjarah semua aspek di 
pemerintahan kita. “Paham 
neoliberal ini akan terus di-
usung oleh para kapitalis dan 
pemodal  yang akhirnya me-
mang bertujuan mengubah 
dan menghapus Undang-Un-
dang di satu negara, seperti 
UUPA No. 5 Tahun 1960 yang 
sangat pro kepada rakyat ini” 
tegas Gunawan.

“SPI juga berkomit-
men untuk melawan neo-
liberalisme yang mengha-
langi perkembangan sektor 
ekonomi, akibatnya negara 
terhambat dalam menjamin 
kesehatan rakyat, kesejahter-
aan, kedaulatan nasional dan 
melestarikan lingkungan 
hidup jika dianggap bahwa 
kebijakan-kebijakan itu 
menghambat pertumbuhan 
ekonomi” tegas Henry.#

JAKARTA. Serikat Petani In-
donesia (SPI) menyampaikan 
simpati yang amat dalam ter-
hadap masyarakat Haiti yang 
yang terkena bencana gempa 
bumi yang menyebabkan ke-
matian yang ditaksir mencapai 
puluhan ribu orang. SPI yang 
tergabung dalam Organisasi 
Petani Internasional-La Via 
Campesina menggalang soli-
daritas kemanusiaan untuk tu-
rut meringankan situasi yang 
menyedihkan ini, khususnya 
kepada para anggota La Via 
Campesina yang berdomisili di 
Haiti. Mengacu pada sejarah, 
masyarakat Haiti adalah mer-
eka yang cukup tegar dan kuat, 
mengingat masyarakat Haiti-
lah yang pertama di Amerika 
yang menghapuskan perbuda-
kan dengan sungguh-sungguh.
SPI melalui La Via Campesina 
tidak melebih-lebihkan dan me-
laporkan bahwa efek dari setiap 
bencana alam selalu jauh lebih 
akut dalam konteks kemiski-
nan atau kerentanan. SPI  me-
mahami bahwa kekuatan alam 
memang tidak dapat dikontrol 
atau diprediksi dan kekuatan 
alam tersebut bukanlah tang-
gung jawab masyarakat inter-
nasional. Tetapi pertanyaannya 
adalah bagaimana mungkin 
masyarakat internasional 
yang sama terus menyebabkan 
ketidakadilan dalam kebijakan 
dan struktur global. Hal ini 
mengarah pada  struktur dan 
kebijakan yang jauh lebih rent-
an dan lebih efektif dampaknya 
dibandingkan dengan dampak 
destruktif dan jumlah korban 
bencana alam seperti seperti 
gempa di Haiti ini. 

Ketua Umum  SPI, Henry 
Saragih menyatakan bahwa SPI 
melalui La Via Campesina me-
nyerukan solidaritas interna-
sional untuk masyarakat Haiti. 
"SPI juga turut berduka cita 
sedalam-dalamnya atas para 
korban yang tertimpa musibah 
ini, khususnya bagi  kaum tani 
dan para anggota organisasi-
organisasi perjuangan petani 
di Haiti", tambahnya.

Gunawan Wiradi (kiri) dan Henry Saragih (kanan) berdiskusi di DPP 
SPI, Jalan Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan.

SPI turut berduka atas 
bencana gempa Haiti

SOLIDARITAS
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SPI Buka Sekolah Gratis untuk Pemuda Tani

PENDIDIKAN

BOGOR. Serikat Petani Indone-
sia (SPI) sebagai salah satu or-
mas tani terbesar di Indonesia, 
melalui Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan (Pusdiklat) perta-
nian berkelanjutan baru-baru 
ini telah melaksanakan salah 
satu programnya yakni “seko-
lah lapang teknis pertanian 
berkelanjutan”. Sekolah lapang 
ini merupakan kegiatan rutin 
yang dilaksanakan oleh Pus-
diklat SPI sebagai salah satu 
ujung tombak dalam pelatihan 
dan pengkaderan petani ang-
gota SPI. Sekolah lapang yang 
berlangsung selama dua bu-
lan ini diikuti 12 peserta yang 
datang dari berbagai daerah 
antara lain, Nusa Tenggara 
Timur, Nusa Tenggara Barat, 
Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Jawa Barat. 

Peserta dibekali dengan 
pengetahuan dan wawasan 
mencakup analisis sosial, 
ekonomi, dan politik Indone-
sia yang tengah terancam oleh 
agenda neoliberalisme yang 
bergerak untuk kepentingan 

para pemodal. Di sekolah 
lapang ini peserta diberikan 
pemahaman mengenai pent-
ingnya perjuangan pemba-
ruan agraria dalam rangka 
pencapaian kedaulatan pan-
gan yang secara langsung 
berdampak pada kedaulatan 
petani, bangsa, dan negara 
Indonesia.

Melalui sekolah lapang 
peserta mendapatkan penge-
tahuan mengenai pertanian 
berkelanjutan seperti pent-
ingnya pemahaman menge-
nai ekosistem, pengelolaan 
hama terpadu, pengelolaan 
lahan, irigasi serta beberapa 
contoh budidaya tanaman, 
seperti hortikultura, padi, 
dan palawija. 

Beberapa pengetahuan 
aplikatif pertanian berkelan-
jutan juga dikemas dalam 
bentuk praktikum seperti 
praktikum dasar ilmu tanah, 
pembuatan pupuk kompos, 
bokashi, arang sekam, laru-
tan nabati, efektif mikroor-
ganisme, uji benih, sampai 

metode penanaman System 
Rice Intensification (SRI).

Peserta juga diberikan pe-
mahaman mengenai pengelo-
laan panen, pasca panen, dan 
pemasaran. Semua ini dipela-
jari dengan metode simulasi 
dan magang di koperasi SPI ba-
sis Cibeureum. Selain itu, untuk 
menambah dan memacu minat 
peserta dalam pengembangan 
ilmu dan pengetahuan, peserta 
mengunjungi balai benih dan 
biogenetika, balai penelitian 
tanaman aromatik, balai pene-
litian ternak, pusat budidaya 
jamur, pusat keanekaragaman 
hayati, pemijahan ikan, dan 
Bank Benih SPI di Bogor.

Pusdiklat SPI yang terletak 
di Desa Cibeurem, Bogor ini te-
lah mencetak 33 calon kader 
teknis pertanian berkelanjutan 
SPI. Setiap calon kader teknis 
diharapkan mampu menjalank-
an tugasnya selama empat 
bulan pasca kelulusan untuk 
membangun demplot pertani-
an berkelanjutan di wilayahnya 
masing-masing dan menjadi 

Para peserta sekolah lapang teknis pertanian angkatan kedua yang baru saja melaksanakan wisudanya 
di Pusdiklat SPI Bogor setelah menjalani pendidikan pertanian berkelanjutan selama dua bulan penuh

contoh di daerahnya, sehingga 
petani di sekitarnya tertarik 
untuk mendirikan demplot 
tersebut. Selain itu, para calon 
kader teknis diharapkan 
mampu membantu kerja-kerja 
pendidikan di wilayah masing-
masing.

Untuk mendukung kegia-
tan sekolah lapang, SPI melalui 
Pusdiklat pertanian berkelan-
jutan memberikan fasilitas 
belajar penuh kepada peserta 
sekolah lapang. Selama pelak-
sanaan sekolah lapang berba-
gai kejadian menarik menam-
bah keakraban diantara para 
peserta dari berbagai wilayah 
seperti adanya kegiatan man-
di bersama dalam satu kamar 
mandi, hal tersebut dikarena-
kan Pusdiklat hanya memiliki 
satu kamar mandi. 

Di acara wisuda, peserta 
terlihat bersemangat untuk 
segera mengimplementasikan 
ilmu-ilmunya. ”Jauh dari yang 
saya perkirakan, saya men-
gira akan ditempatkan di villa, 
ternyata di saung, akan tetapi 
hal tersebut tidak mematah-
kan semangat kita untuk terus 
belajar mencari ilmu, selain itu 
saung memang sudah menjadi 
tempat tinggal kita seperti di 
kampung halaman, kalau kita 
ditempatkan di villa atau ge-
dung ber-AC itu bukan habitat 
kita,” ungkap Nanang, Ketua 
Kelas sekolah lapang angkatan 
II, disela-sela acara wisuda..

Pada kesempatan yang 
sama Abdul Karim, peserta 
dari Nusa Tenggara Barat, 
mengatakan awalnya kami se-
mua bingung karena setiap 
orang berbicara dalam dialek 
yang berbeda. “Dengan ber-
jalannya waktu akhirnya kami 
dapat menyesuaikan diri den-
gan menggunakan bahasa per-
satuan yaitu bahasa Indonesia,” 
tutur Karim.

Hal lain diungkapkan 
para peserta perempuan, Yo-
nati Jelulut dari NTT, ”Dengan 
mengikuti sekolah lapang, 
saya merasa menjadi sesorang 
perempuan mandiri,” ungkap-
nya.#


